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PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN PADA 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI LAPORAN 
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
 
THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND COMPLIANCE TO 
STATUTORY ON FINANCIAL STATEMENTS OPINION OF LOCAL 
GOVERNMENT 
 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern 
dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini laporan 
keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data laporan hasil 
pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang 
terdiri dari pemerintah provinsi, 21 kabupaten, dan 3 kota untuk tahun 2013 
sampai dengan 2015. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis data untuk 
pengujian hipotesis dilakukan dengan statistis deskriptif dan regresi logistik biner 
menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian 
intern berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah, 
sementara kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh 
terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
Kata kunci : laporan keuangan, sistem pengendalian intern, kepatuhan, audit, 
opini 
 
This study aimed to analyze the influence of internal control systems and 
compliance to statutory on financial statement opinion of local government. This 
study uses data audit reports of financial statements in South Sulawesi Province 
which composed provincial government, 21 districts and 3 cities for the years 
2013 to 2015. The data source of this research is secondary data obtained from 
BPK RI Representative of South Sulawesi Province. Analysis of the data for 
statistical hypothesis test with descriptive statistics and binary logistic regression 
using SPSS. The results showed that the internal control system influence on the 
opinion of local government financial statements, while compliance to statutory 
not influence on the opinion of local government financial statements. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Dalam bab pendahuluan ini dibahas beberapa alasan yang menjadi latar 
belakang dilakukannya penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian 
intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap pemberian 
opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, bab ini juga 
menguraikan tentang rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, 
manfaat, dan tujuan penelitian serta sistematika penulisan.  
 
1.1 Latar Belakang 
Keberadaan pemerintah yang berdaulat merupakan syarat berdirinya 
sebuah negara, selain adanya rakyat dan wilayah. Undang-undang Dasar 1945, 
membagi pemerintahan atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 membuat Majelis 
Permusyawaratan Rakyat melakukan amandemen atas Undang-undang Dasar 
1945 sehingga pembagian kekuasaan di Indonesia tidak lagi tiga tetapi menjadi 
enam. Pembagian kekuasaan itu berupa kekuasaan konstitutif yang dipegang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah dan menetapkan Undang-
Undang Dasar. Kekuasaan eksekutif oleh Presiden, kekuasaan legislatif oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat, serta kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 juga 
mengamanatkan kekuasaan eksaminatif/inspektif yang dijalankan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan serta kekuasaan moneter oleh Bank Indonesia. 
Reformasi di bidang pemerintahan juga dilakukan dengan amanat TAP 





Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No.28 tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas KKN. Reformasi pada tataran nasional 
itu kemudian diikuti oleh reformasi pada bidang keuangan dengan  tiga paket 
Undang-undang (UU) Keuangan Negara. Ketiga undang-undang yang dimaksud 
yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 01 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  
Berdasarkan pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah daerah 
wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selanjutnya pada pasal 32 
dinyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah 
daerah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Peraturan 
Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai SAP adalah PP Nomor 24 Tahun 
2005 yang dalam perkembangannya diatur dengan PP Nomor 71 tahun 2010.   
Selain mengacu pada SAP, pemerintah daerah menyusun sistem 
akuntansi dengan mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan 
perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu PP Nomor 58 
Tahun 2005. Dalam mengelola keuangan daerah, kepala daerah juga memiliki 
tugas menyusun kebijakan umum APBD yang penyusunannya mengacu pada 
pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam 
Negeri yang diperbaharui setiap tahun.  
Dalam membuat pertanggungjawaban, kepala daerah juga diwajibkan 
untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan 
berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Pemerintah 





pemerintahan secara menyeluruh sesuai pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 
2004 yang ditetapkan lebih lanjut dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).  
Sebagai pemegang kekuasaan eksaminatif/inspektif, BPK melakukan 
audit atas laporan keuangan pemerintah dan membuat suatu laporan hasil audit 
keuangan. Atas audit laporan keuangan pemerintah yang dilakukan, BPK 
menyatakan opini yang di dalamnya termasuk laporan hasil audit atas SPI dan 
laporan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Efektivitas SPI merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam 
meneliti kewajaran informasi keuangan, sesuai dengan UU nomor 15 Tahun 
2004, penjelasan pasal 16 ayat (1). Hal ini mengindikasikan bahwa proses 
pemahaman SPI memiliki peran penting dalam penentuan keputusan audit, mulai 
dari penyusunan rencana audit hingga pemberian opini atau kesimpulan akhir 
audit.  
Merujuk pada Buletin Teknis 01 tentang Pelaporan Hasil Audit atas 
Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 dan petunjuk pelaksanaan 
pemeriksaan keuangan BPK tentang jenis opini, terdapat empat jenis opini yang 
dapat diberikan oleh BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak 
Menyatakan Pendapat (TMP).  
Dalam kurun waktu tiga tahun (2013-2015) BPK telah melakukan audit 
pada 1596 laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil audit, terdapat total 
720 opini WTP termasuk WTP dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). 







Tabel 1.1 Opini LKPD tahun 2013 s.d. 2015 
Tahun WTP WDP TW TMP Jumlah LKPD 
2013 156 311 11 46 524 
2014 252 247 5 35 539 
2015 312 187 4 30 533 
Jumlah 720 745 20 111 1596 
Sumber : Ikhtisar Hasil Audit Semester Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 
2014, 2015, dan semester I 2016  
 
Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persentase LKPD yang memperoleh 
opini WTP selalu mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2015 terdapat 
312 LKPD atau 59% yang memperoleh opini WTP, sementara pada tahun 2014 
terdapat 252 LKPD atau 47% memperoleh opini WTP. Artinya ada peningkatan 
sebesar 63 LKPD atau 12% yang memperoleh opini WTP. Sedangkan LKPD 
yang memperoleh opini WDP sebanyak 247 pada 2014 menjadi 187 pada 2015 
atau menurun 11%. Opini TW ada 4 pada 2015 dari sebelumnya 5, dan opini 
TMP  sebanyak 30 dari sebelumnya 35 LKPD. Persentase LKPD yang mendapat 
opini TW dan TMP masih sama masing-masing 1% dan 6%. 
Menurut BPK (IHPS 2016), kenaikan opini disebabkan karena pemda 
telah menindaklanjuti hasil audit BPK tahun 2014 dengan melakukan perbaikan 
atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan sehingga akun-akun disajikan dan diungkapkan 
sesuai dengan SAP 
Meskipun demikian, temuan SPI dan kepatuhan pada audit BPK atas 
LKPD masih tetap ada. Temuan SPI dikelompokkan oleh BPK dalam IHPS 
menjadi tiga yaitu: 
1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. 






3. Kelemahan struktur pengendalian intern.  
Kelompok temuan SPI pada audit BPK seperti terlihat pada tabel 1.2. 
 
Tabel 1.2 Kelompok temuan SPI atas Audit LKPD tahun 2013 s.d. 2015 
No Kelompok temuan 
Jumlah Permasalahan 
2013 2014 2015 
1 Kelemahan sistem pengendalian 
akuntansi dan pelaporan 
2194 2408 2353 
2 Kelemahan sistem pengendalian 
pelaksanaan anggaran pendapatan 
dan belanja 
2562 2777 2450 
3 Kelemahan struktur pengendalian 
intern 
1256 1267 1347 
Jumlah 6012 6452 6150 
Sumber : Ikhtisar Hasil Audit Semester Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 
2014, 2015, dan semester I 2016 
 
 
Jumlah temuan SPI bertambah dari tahun 2013 ke tahun 2014. 
Peningkatan jumlah temuan SPI ini terjadi pada ketiga kelompok temuan SPI. 
Sementara itu, jumlah temuan SPI dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami 
penurunan. Kelemahan struktur pengendalian intern mengalami peningkatan 
jumlah temuan sementara dua kelompok temuan yang lain mengalami 
penurunan. Ada kemungkinan temuan SPI akan bertambah seperti yang terjadi 
pada tahun 2014 karena masih ada sembilan pemerintah daerah yang belum 
menyerahkan laporan keuangan tahun 2015.  
Temuan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dalam IHPS terdiri dari tujuk kelompok temuan. Pengelompokan 
tersebut berdasarkan jumlah kerugian daerah, potensi kerugian daerah, 
kekurangan penerimaan, temuan administrasi, temuan ketidakhematan, temuan 
ketidakefisienan, dan temuan ketidakefektifan. Temuan kepatuhan terhadap 





Tabel 1.3 Kelompok temuan Kepatuhan atas Audit LKPD tahun 2013 s.d. 
2015 
No Kelompok Temuan 
Jumlah Permasalahan 
2013 2014 2015 
Temuan yang mengakibatkan: 
1 Kerugian Daerah 2818 2630 2407 
2 Potensi Kerugian Daerah 445 347 339 
3 Kekurangan Penerimaan 1132 958 901 
Sub Total 1 4395 3935 3647 
4 Kelemahan Administrasi 2536 2565 2369 
5 Ketidakhematan 127 0 0 
6 Ketidakefisienan 0 0 0 
7 Ketidakefektifan 121 0 0 
Sub Total 2 2784 2565 2369 
Total 7179 6500 6016 
Sumber : Ikhtisar Hasil Audit Semester Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 
2014, 2015, dan semester I 2016 
 
Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa opini LKPD mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun, berbanding lurus dengan penurunan  jumlah temuan 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penurunan jumlah temuan 
kepatuhan terjadi pada temuan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi 
kerugian daerah, dan kekurangan penerimaan. Sementara temuan kepatuhan 
yang mengakibatkan kelemahan administratif mengalami peningkatan pada 
tahun 2013 ke 2014 dan turun pada tahun 2015. 
Peningkatan atau penurunan tingkat opini tersebut belum banyak 
mendapat perhatian khususnya dari segi pengembangan keilmuan berkaitan 
dengan pengaruh SPI maupun kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. 
Munawar (2016) mengambil kesimpulan bahwa jumlah temuan audit atas sistem 
pengendalian intern dan jumlah temuan audit kepatuhan berpengaruh terhadap 





bersama-sama maupun parsial. Sementara Safitri (2014) menyatakan 
kelemahan sistem pengendalian internal dan besaran realisasi anggaran tidak 
berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah hubungan pengaruh yang positif 
terhadap opini. Sedangkan temuan kepatuhan mempengaruhi pemberian opini 
dengan hubungan pengaruh negatif. 
Banyaknya sampel dalam penelitian ini mempunyai kemungkinan pada 
hasil penelitian. Sampel dalam penelitian Munawar dilakukan di Provinsi Aceh 
pada 23 kabupaten/kota untuk tahun 2011 sampai dengan 2012. Sementara 
penelitian Safitri dilakukan pada pemerintah daerah yang ada di Pulau Jawa 
sebanyak 118 pemerintah daerah tahun 2011 sampai dengan 2013. Berbeda 
dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil sampel pemerintah 
daerah di Sulawesi Selatan untuk tahun 2013 sampai dengan 2015 dan 
memperhatikan materialitas temuan.  
Adanya pembahasan isu terkait sistem pengendalian intern, kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, dan opini audit laporan keuangan 
pemerintah daerah masih terbatas. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah 
bagaimana pengaruh temuan SPI dan kepatuhan pada peraturan perundang-
undangan terhadap opini audit LKPD. Berdasarkan uraian di atas peneliti 
mengambil judul penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan 
Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah”    
 
1.2 Rumusan Masalah  
Sesuai Undang-undang Dasar 1945, BPK dibentuk sebagai lembaga 
negara independen yang bertugas melakukan audit atas pertanggungjawaban 





laporan keuangan adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan yang bersih, 
transparan dan akuntabel. Tercapainya tujuan audit tersebut tercermin melalui 
opini audit yang dihasilkan. Perolehan opini LKPD yang semakin baik dari tahun 
ke tahun merupakan harapan bersama antara rakyat selaku stakeholder dan 
pemerintah daerah selaku penerima amanah. 
Standar pemeriksaan telah menetapkan kriteria dalam pemberian opini 
termasuk di dalamnya aspek efektivitas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Dalam praktiknya professional judgement auditor tetap 
dibutuhkan dalam menimbang hal-hal yang dianggap layak diangkat ke dalam 
temuan SPI maupun kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Standar 
pemeriksaan telah secara jelas mengamanatkan dalam Pernyataan Standar 
nomor 03 paragraf 21 bahwa auditor harus mengidentifikasi temuan sebagai 
“kondisi yang dapat dilaporkan” melalui perspektif yang wajar. Besar kecilnya 
jumlah temuan yang dilaporkan kemudian secara tidak langsung mempengaruhi 
penentuan keputusan pemberian opini. 
Atas dasar uraian tersebut maka peneliti membuat rumusan masalah 
1. apakah jumlah temuan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap 
opini laporan keuangan pemerintah daerah? 
2. apakah jumlah temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan 
berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah 
1. untuk mengetahui apakah jumlah temuan sistem pengendalian intern 





2. untuk mengetahui apakah jumlah temuan kepatuhan pada peraturan 
perundang-undangan berpengaruh terhadap opini laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi. 
Kontribusi yang dimaksud dalam kerangka teoretis dan praktis. 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
  Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan konsep efektivitas SPI 
dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dari sudut pandang 
kuantitatif sebagai pertimbangan dalam menentukan opini hasil audit atas 
laporan keuangan pemerintah daerah.  
1.4.2 Kegunaan Praktis 
  Penelitian ini bermanfaat dalam pelaksanaan SPI dan kepatuhan pada 
peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah daerah sehingga 
dapat meningkatkan opini laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penelitian Skripsi ini disusun atas lima bab yang sistematis dan mudah 
dipahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu 
rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, ringkasan 





BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel, jenis 
dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi 
operasional variabel, serta metode analisis. 
BAB IV HASIL PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, pengujian 
hipotesis, dan pembahasan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, 







Dalam bab ini akan dibahas mengenai (i) teori atribusi, definisi laporan 
keuangan pemerintah daerah, opini audit, sistem pengendalian intern, dan 
kepatuhan; (ii) penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya; (iii) kerangka pemikiran; dan (iv) pengembangan hipotesis 
berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu. 
 
2.1 Landasan Teori dan dan Konsep 
2.1.1 Teori Atribusi 
Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) yang 
meneliti mengenai sikap pribadi dan pemahaman intuitif atas hubungan 
interpersonal. Teori ini menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan untuk 
menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan tingkah laku seseorang. Menurut 
Heider ada dua sumber atribusi terhadap tingkah laku, yaitu atribusi internal atau 
atribusi disposisional dan atribusi ekternal atau atribusi lingkungan. Atribusi 
internal menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang disebabkan oleh sifat-sifat 
atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku). Sementara 
atribusi ekternal menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang disebabkan oleh 
situasi tempat atau lingkungan orang itu berada.  
Sejalan dengan perkembangan zaman, teori ini mengalami banyak 
perkembangan oleh berbagai peneliti baru, seperti misalnya teori atribusi oleh 
Harold Kelley (1971). Dalam teorinya, Harlod Kelley menjelaskan tentang 





apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau 
memutuskan untuk berbuat dengan cara-cara tertentu.  
Menurut Kelley ada tiga faktor yang menjadi dasar pertimbangan orang 
untuk menarik kesimpulan apakah suatu perbuatan atau tindakan itu disebabkan 
oleh sifat dari dalam diri (disposisi) ataukah disebabkan oleh faktor di luar diri. 
Ketiga pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut. 
1. Konsensus (consencus) 
Konsep tentang konsensus selalu melibatkan orang lain dengan stimulus 
yang sama. Dengan kata lain, konsensus merupakan sesuatu yang 
membedakan perilaku seseorang dengan perilaku orang lainnya dalam 
menghadapi situasi yang sama. Bila seseorang berperilaku sama dengan 
perilaku orang kebanyakan, maka perilaku orang tersebut memiliki 
konsensus yang tinggi. Tetapi bila perilaku seseorang tersebut berbeda 
dengan perilaku kebanyakan orang maka berarti perilaku tersebut memiliki 
konsensus yang rendah.  
2. Konsistensi (consistency) 
Konsep konsistensi menunjuk pada pentingnya waktu atas suatu peristiwa. 
Dengan kata lain, konsistensi merupakan sesuatu yang menunjukkan sejauh 
mana perilaku seseorang konsisten dari suatu situasi ke situasi yang lain. 
Konsistensi seseorang dikatakan tinggi apabila yang bersangkutan 
mempunyai reaksi yang sama untuk stimulus yang sama, pada waktu yang 
berbeda. Sebaliknya, konsistensi dikatakan rendah jika orang yang 
bersangkutan merespon berbeda terhadap stimulus yang sama pada waktu 
yang berbeda. 





Konsep distinctiveness merujuk pada bagaimana seseorang berperilaku 
dalam kondisi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, keunikan adalah sejauh 
mana seseorang bereaksi dengan cara yang sama terhadap stimulus atau 
peristiwa yang berbeda. Keunikan yang tinggi terjadi apabila orang yang 
bersangkutan mereaksi secara khusus atau berbeda atas suatu peristiwa. 
Sedangkan keunikan yang rendah terjadi apabila orang yang bersangkutan 
merespon/mereaksi secara sama terhadap stimulus yang berbeda.  
Variasi antara ketiga faktor diatas akan menentukan apakah perlaku 
seseorang akan diatribusikan secara atribusi internal ataukah akan diatribusikan 
secara eksternal. Perilaku yang memiliki keunikan rendah, konsistensi tinggi, dan 
konsensus rendah, merupakan atribusi internal. Sedangkan perilaku yang 
memiliki keunikan tinggi, konsistensi rendah, dan konsensus tinggi merupakan 
atribusi eksternal (Ivancevich et al., 2008). 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori atribusi adalah 
teori yang menjelaskan penyebab dari terjadinya suatu kejadian atau perilaku, 
baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam penelitian 
ini, aspek akibat/ kejadian yang ditimbulkan adalah pemberian opini atas laporan 
keuangan pemerintah daerah oleh BPK. Sedangkan faktor penyebab terjadinya 
perolehan opini WTP tersebut dapat dijelaskan dari faktor internal maupun 
eksternal. Termasuk di dalam faktor eksternal adalah kepatuhan entitas atas 
peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor internal dalam penelitian ini 
digambarkan dari sistem pengendalian intern. 
 
2.1.2    Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Dalam PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 





dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud daerah di sini adalah 
pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Sedangkan unsur pokok keuangan 
daerah terdiri atas hak daerah, kewajiban daerah, dan kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.  
Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan 
adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 
suatu entitas”. Sementara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan 
keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.  
Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan 
informasi dari semua kelompok pengguna. FASB dalam Statement of Financial 
Accounting Concepts (SFAC) No 4: Objectives of Financial Reporting by 
Nonbusiness Organizations, tujuan laporan keuangan sebagai berikut: 
a. laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan 
informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan yang rasional 
mengenai alokasi sumber daya organisasi; 
b. memberikan informasi untuk membantu dalam menilai pelayanan yang 
diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan 





c. memberikan informasi yang bermanfaat dalam menilai kinerja manajer 
organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta 
aspek kinerja lainnya; 
d. memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, 
kekayaan bersih, pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi 
yang mengubah sumber daya, serta kepentingan sumber daya tersebut; 
e. memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode; 
f. memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan 
membelanjakan sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran 
kembali utang, dan mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi 
likuiditas organisasi; dan 
g. memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pengguna dalam 
memahami informasi keuangan yang diberikan. 
Mardiasmo (2002:161) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan 
sektor publik adalah sebagai berikut. 
a. Kepatuhan dan Pengelolaan – Compliance and Stewardship 
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna 
laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber 
daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain 
yang telah ditetapkan. 
b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif – Accountability and Retrospective 
Reporting 
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 
publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan 





antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan 
membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. 
c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi – Planning and Authorization 
Information 
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan 
kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi 
pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 
d. Kelangsungan Organisasi – Viability 
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan 
apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan penyediaan 
barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. 
e. Hubungan Masyarakat – Public Relation 
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada 
organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah 
dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta 
sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang 
berkepentingan. 
f. Sumber Fakta dan Gambaran – Source of Facts and Figures 
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai 
kelompok berkepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih 
dalam. 
Pertanggungjawaban atas pengelolaan APBD diatur dalam Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tiap pengelola 
keuangan daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan APBD 





Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Pertanggungjawaban 
tersebut berupa laporan keuangan yang disusun secara berjenjang, dimulai dari 
tingkat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.  
Berdasarkan pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003, dinyatakan bahwa 
bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah disajikan 
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. 
Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna 
Barang juga memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah 
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan 
akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan. Kemudian kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku 
bendahara umum daerah menyusun laporan arus kas pemerintah daerah. 
Selanjutnya gubernur/ bupati/ walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan 
keuangan pemerintah daerah.  
Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, laporan 
keuangan pokok terdiri dari 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 
c. Laporan posisi keuangan (Neraca); 
d. Laporan Operasional (LO); 
e. Laporan Arus Kas (LAK); 
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 






2.1.3 Opini Audit 
Menurut Pasal 1 UU No 15 Tahun 2004, opini adalah pernyataan 
profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi 
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini didasarkan pada 
kriteria: 
1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan; dan  
4. efektivitas sistem pengendalian intern. 
Empat jenis pemberian opini oleh BPK sesuai petunjuk pelaksanaan 
pemeriksaan keuangan (2008:26) adalah sebagai berikut. 
1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian– WTP (unqualified opinion), termasuk di 
dalamnya opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan – 
WTP DPP (unqualified opinion with modified wording).  
Opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah 
disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan 
informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para 
pengguna laporan keuangan. 
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian– WDP (qualified opinion).  
Opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan 
telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang 
material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang 
dikecualikan. Dengan demikian informasi keuangan dalam laporan keuangan 
yang tidak dikecualikan dalam opini auditor dapat digunakan oleh para 






3. Opini Tidak Wajar– TW (adverse opinion).  
Opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan 
diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga 
informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh 
para pengguna laporan keuangan. 
4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat – 
TMP (disclaimer of opinion).  
Pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan 
keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar audit. Dengan kata 
lain, auditor tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan 
bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan 
keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. 
 
2.1.4 Sistem Pengendalian Intern 
Berbagai organisasi profesi akuntansi dan audit telah membentuk suatu 
organisasi untuk mengembangkan suatu struktur pengendalian intern menjadi 
semakin baik yang dikenal dengan nama The Committee of Sponsoring 
Organization (COSO) of the Treadway Commission. COSO (1992: 9) dalam 
laporannya menyebutkan rumusan pengendalian intern sebagai 
Internal control is process, effected by an entity’s board of directors, 
management and other personnel, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objectives in following categories: 
effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting 
and compliance with applicable laws and regulations. 
 
Struktur pengendalian intern COSO dikenal sebagai kerangka kerja 
pengendalian internal yang terintegrasi (COSO – Internal Control – Integrated 
Framework) yang terdiri dari lima komponen antara lain lingkungan pengendalian 





(control activities), informasi dan komunikasi (information and communication), 
pemantauan (monitoring). 
Pemerintah mengadopsi struktur pengenalian intern COSO untuk sektor 
pemerintahan yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 
tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Menurut PP Nomor 
60 Tahun 2008, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Sebagaimana komponen dalam COSO, maka dalam pasal 3 PP No. 60 tahun 
2008 disebutkan bahwa SPIP terdiri dari lima unsur yang sama.  
Pengendalian intern didesain untuk memberikan keyakinan memadai 
tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, 
efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 
yang berlaku (Arens et al., 2008). Tujuan ini juga terdapat pada PP Nomor 8 
Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 yang menjelaskan SPI 
sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk 
memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas dan 
efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 
keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.  
PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan pelaksanaan amanat dalam Pasal 
58 UU Nomor 1 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam rangka 
meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan 





Teknis pelaksanaan dari SPIP ini harus dikerjakan dan menjadi tanggung jawab 
setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 
Dalam melaporkan kelemahan pengendalian internal atas pelaporan 
keuangan, pemeriksa BPK harus dapat mengidentifikasi kondisi baik secara 
sendiri-sendiri maupun kumulatif tentang hal-hal yang merupakan kelemahan 
material. Pemeriksa harus menempatkan identifikasi tersebut menjadi suatu 
temuan dalam perspektif yang wajar (SPKN, 2007). Untuk memberikan dasar 
bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam mempertimbangkan kejadian 
dan konsekuensi kondisi tersebut, hal yang diidentifikasi harus dihubungkan 
dengan hasil pemeriksaan secara keseluruhan.  
Sejalan dengan definisi wajar menurut standar, pemeriksa BPK 
diharuskan menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menentukan 
apakah telah terjadi kasus kelemahan pengendalian intern atau tidak, serta 
apakah temuan tersebut cukup material untuk dilaporkan atau tidak. Temuan 
dalam aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI 
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 
1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan 
sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan 
pelaporan keuangan. 
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan 
dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan 
program/kegiatan pada entitas yang diperiksa. 
3. Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait 
dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas 





2.1.5 Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan  
SAP merupakan acuan dalam menyajikan laporan keuangan entitas 
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pengguna laporan keuangan 
menggunakan SAP untuk dapat memahami informasi yang disajikan dalam 
laporan keuangan. Sedangkan auditor eksternal menggunakan SAP sebagai 
kriteria dalam melaksanakan audit. Dengan demikian SAP digunakan sebagai 
penyatu persepsi antara pengguna dan auditor laporan keuangan. 
SAP yang berlaku di Indonesia ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 
2010 yang menjadi landasan bagi semua entitas pelaporan termasuk pemerintah 
daerah dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban 
kepada berbagai pihak. Selain SAP, BPK menggunakan kriteria lainnya dalam 
menyusun laporan hasil pemeriksaan antara lain tiga paket undang-undang 
keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU 
Nomor 15 Tahun 2004), UU Nomor 32 Tahun 2004,  berbagai Peraturan 
Pemerintah, dan Permendagri terkait pedoman pengelolaan keuangan daerah 
pada tahun dilakukannya pemeriksaan.  
Sejak tanggal 1 Januari 2007, Ketua BPK mengeluarkan suatu standar 
yang disebut dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang 
disusun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan hasil audit yang bernilai 
tambah, tidak hanya mengacu pada Standar Audit Pemerintahan tahun 1995. 
SPKN ini kemudian dijadikan patokan BPK  dalam melakukan tugas audit. 
Standar Pemeriksaan nomor 03 terkait dengan standar pelaporan 
pemeriksan keuangan, mengharuskan auditor membuat suatu laporan audit yang 
menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi 





umum secara komprehensif. Lebih lanjut diperjelas bahwa standar pemeriksaan 
menetapkan standar pelaporan tambahan berupa 
1. pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan; 
2. pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan  
3. pelaporan tentang pengendalian intern. 
Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan harus 
mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung 
dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Kepatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan 
keuangan, dimuat dalam laporan atas kepatuhan. Di dalam SPKN dicantumkan 
bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan harus 
mengungkapkan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan 
keuangan telah dijalankan oleh pemeriksa. Hasil pemeriksaan atas laporan 
keuangan berupa laporan kepatuhan mengungkapkan kepatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan hal-hal berikut. 
1. Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat 
berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 
perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai; 
2. Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik 
sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di 
masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan 





3. Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi 
hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah karena adanya 
unsur kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; 
4. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap 
ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan 
aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan 
kerugian atau potensi kerugian daerah/ tidak mengurangi hak daerah/ 
kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak 
mengandung unsur indikasi tindak pidana; 
5. Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input 
dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar kuantitas/ 
kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan 
dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama;  
6. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio 
penggunaan kuantitas/ kualitas input untuk satu satuan output yang lebih 
besar dari seharusnya; dan 
7. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil 
(outcome) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak 
memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang 
tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.  
 Atas dasar uraian tersebut, temuan kepatuhan menjadi jelas 
perbedaannya dengan temuan SPI, dan keduanya menjadi sangat menentukan 
dalam pengambilan keputusan pemberian opini oleh auditor. Hal ini diperkuat 
oleh penelitian oleh Sipahutar dan Khairani (2013) bahwa tingkat kepatuhan 
entitas terhadap peraturan perundangan maupun kesesuaian penyajian laporan 





2.1.6 Audit Berbasis Risiko 
 Risiko adalah ketidakpastian yang dihadapi oleh organisasi dalam 
mencapai tujuannya. Widarsono (2006: 3) menyatakan bahwa, perkembangan 
kegiatan organisasi ternyata mampu mempengaruhi dan membawa perubahan 
paradigma pelaksanaan audit dari pendekatan dengan pengendalian ke 
pendekatan audit berbasis risiko. Penekanan pada basis risiko merupakkan ciri 
paling menonjol dari audit berbasis ISA (International Standards on Auditing). 
 Beberapa konsep dasar perlu dipahami terlebih dahulu agar dapat 
memahami  audit berbais risiko. Beberapa konsep dasar yang saling berkaitan 
tersebut adalah sebagai berikut. 
1. Reasonable Assurance (Keyakinan yang memadai) 
Keyakinan yang memadai dicapai ketika auditor memperoleh bukti audit yang 
cukup dan tepat (sufficient appropriate audit evidence) untuk menekan risiko 
audit. Risiko audit adalah risiko apabila auditor salah meberikan opini ketika 
terdapat salah saji yang material dalam laporan keuangan. Auditor ingin 
menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima (to an acceptably 
low level). 
2. Inherent Limitation (Kendala Bawaan) 
Kendala bawaan dalam penugasan audit berupa sifat laporan keuangan yang 
memerlukan judgement, sifat bukti audit yang tersedia, sifat prosedur audit, 
serta ketepatan waktu pelaporan keuangan sehingga informasinya relevan.    
3. Audit Scope (Lingkup Audit) 
Lingkup pekerjaan auditor dan opini yang diberikan terbatas pada masalah 
salah saji material dan kesesuaian dengan standar. Dengan demikian, 
laporan keuangan yang memperoleh opini WTP tidak menjamin keberhasilan 





jawab audit yang utama, tanggung jawab auditor dapat diperluas dengan 
ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan auditor melaksanakan 
pekerjaan tambahan sesuai dengan perluasan tanggung jawabnya. 
4. Material Misstatement (Salah Saji Material) 
Salah saji material akan mempengaruhi keputusan ekonomis pemakai 
laporan keuangan. Beberapa salah saji material berupa salah saji yang terjadi 
sendiri-sendiri atau bersama, salah saji yang tidak dikoreksi (uncorrected 
misstatement), pengungkapan yang menyesatkan (misleading disclosure) 
atau pengungkapan yang tidak dicantumkan (missing disclosure), dan 
kesalahan (error) atau kecurangan (fraud). 
5. Asersi 
Asersi adalah pernyataan yang diberikan manajemen, secara eksplisit 
maupun implisit, yang terdapat atau merupakan bagian dari laporan 
keuangan. Asersi berhubungan dengan pengakuan (recognition), pengukuran 
(measurement),  penyajian (presentation), dan pengungkapan (disclosure) 
dari berbagai laporan keuangan. Asersi digunakan oleh auditor untuk 
mempertimbangkan berbagai kemungkinan salah saji yang bisa terjadi. 
 Menurut IIA (The Institute of Internal Auditor), Audit Berbasis Risiko (ABR) 
didefinisikan sebagai sebuah metodologi yang menghubungkan audit internal 
dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang memungkinkan proses audit 
internal mendapatkan keyakinan memadai bahwa manajemen risiko organisasi 
telah dikelola dengan memadai sehubungan dengan risiko yang dapat diterima 
(risk appetite). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa audit berbasis risiko 
lebih berupa perubahan pola pandang dari pada sebuah teknik audit.  
 Audit berbasis risiko dilakukan melalui tiga langkah kunci. Ketiga langkah 





1. Risk assessment (menilai risiko) 
Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengindentifikasi risiko salah 
saji yang material dalam laporan keuangan. 
2. Risk response ( menanggapi risiko) 
Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menganggapi 
risiko (salah saji yang material) yang telah diidentifikasi dan nilai, pada tingkat 
laporan keuangan dan arsersi. 
3. Reporting (pelaporan) 
Tahap pelaporan berupa merumuskan bukti audit yang diperoleh serta 
membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan. 
 Audit berbasis risiko tentu mempunyai manfaat. Beberapa manfaat yang 
akan diperoleh dari audit berbasis risiko antara lain sebagai berikut. 
1. Fleksibilitas waktu 
Prosedur penilaian risiko tidak menguji transaksi dan saldo secara rinci 
sehingga prosedur itu dapat dilaksankan jauh sebelum akhir tahun (dengan 
asumsi, tidak ada perubahan operasinal yang besar). 
2. Upaya tim audit terfokus pada area kunci 
Dengan memahami dimana risiko salah saji material bisa terjadi dalam 
laporan keuangan, auditor dapat mengarahkan tim audit ke hal-hal berisiko 
tinggi dan mengurangi pekerjaan pada lower risk areas. 
3. Prosedur audit terfokus pada risiko 
Prosedur audit dirancang untuk menanggapi risiko yang dinilai. Uji rincian 
yang menanggapi risiko dapat dikurangi secara signifikan atau dihilangkan. 
4. Pemahaman atas pengendalian internal 
Pemahaman terhadap pengandalian intern memungkin auditor mengambil 





5. Komunikasi tepat waktu 
Pemahaman terhadap pengendalian intern yang meningkat, memungkinkan 
auditor mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian intern, yang 
sebelumnya tidak di ketahui. 
 Untuk lebih memahami audit berbasis risiko, akan lebih cepat jika 
dibandingkan langsung dengan audit yang dipelajari selama ini (audit 
konvensional). Perbedaan audit konvensional dan audit berbasis risiko dapat 
dilihat pada tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Perbedaan Audit Konvensional dan Audit Berbasis Risiko 
Audit Konvensional  Audit Berbasis Risiko  
Titik berat pada risiko manajemen 
dalam kaitannya dengan pencapaian 
tujuan audit.  
Titik berat pada penilaian atas risiko. 
Auditor melakukan penilaian risiko bukan 
hanya untuk audit namun lebih 
difokuskan pada risiko atas 
kelangsungan dan perkembangan 
aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan 
manajemen.  
Fokus pada kejadian dan kondisi 
masa lalu  
Auditor mencoba membuat skenario 
risiko di masa kini dan di masa depan 
yang akan berdampak pada pencapaian 
tujuan organisasi.  
Laporan sesuai tujuan audit yang 
sudah ditetapkan, terutama mengenai 
berfungsi atau tidaknya pengendalian.  
Dalam laporan audit lebih dititikberatkan 
pada pengungkapan proses yang 
berisiko dibandingkan pengungkapan 
berfungsi/ tidaknya suatu pengendalian.  
Pendekatan system based audit 
Biasanya pengujian dilakukan dengan 
ICQ, yaitu dokumen standar yang 
digunakan dalam setiap penugasan 
audit.  
Pendekatan proses audit berdasar risk 
based audit. ABR dilaksanakan atas 
dasar risiko-risiko dan melaporkan 
kepada pihak manajemen apakah risiko-
risiko tersebut telah dapat dikelola 
dengan baik atau sebaliknya.  
Sumber: Pusdiklatwas BPKP 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Kelemahan pengendalian internal telah menjadi isu yang banyak 





mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Masih sedikit 
penelitian yang menggunakan kedua variabel tersebut secara bersama, terutama 
di sektor pemerintahan. Beberapa penelitian mengangkat tema tentang 
kelemahan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan 
perundangan-undangan yang dihubungkan dengan opini yang diperoleh suatu 
entitas, dalam hal ini pemerintah daerah, dari hasil audit. Penelitian-penelitian 
yang pernah dilakukan dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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opini atas LKPD 
kab./kota di Aceh 
Jumlah temuan audit 




opini atas laporan 
keuangan pemerintah 
kab./kota di Aceh baik 
secara bersama-sama 
maupun parsial 
Sumber: Berbagai penelitian ilmiah 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Salah satu kewajiban pemeriksa BPK dalam melakukan pemeriksaan 
atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah memberikan opini atas tingkat 
kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan 
teori atribusi yang dikembangkan Fritz Heider (1958) mengenai kerangka 
konseptual yang digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan 





Dalam mengambil keputusan mengenai opini, tim audit menggunakan 
pertimbangan yang berasal dari laporan keuangan, termasuk efektivitas 
pengendalian intern, kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap 
peraturan perundangan, dan kecukupan pengungkapan. Dua sumber atribusi 
terhadap tingkah laku, yaitu atribusi internal (disposisional) dan atribusi ekternal 
(lingkungan). Sistem pengendalian intern merupakan atribusi internal, sementara 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai atribusi eksternal. 
Hal tersebut membentuk sebuah kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang 












Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
2.4 Hipotesis 
2.4.1  Pengaruh SPI terhadap opini LKPD 
Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan 
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
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perundang-undangan. Pengertian ini sejalan dengan teori atribusi bahwa 
penyebab intern memiliki konsistensi tinggi. 
Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, BPK wajib menguji 
dan menilai SPI pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 
15 Tahun 2004 pasal 12, bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau 
kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem 
pengendalian intern pemerintah. Evaluasi atas efektivitas SPI adalah salah satu 
kriteria pemberian opini. SPI dinyatakan memadai apabila unsur-unsur dalam SPI 
menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan 
pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. 
Sebagaimana dalam tujuan pengendalian intern yang dirumuskan 
Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) 
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya 
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan 
negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Elmaleh (2006) dalam 
Fatimah (2014) pengendalian internal yang memadai diperlukan sebagai salah 
satu metode untuk mencegah terjadinya kecurangan dan ketidakakuratan 
pelaporan keuangan.  
SPI berpengaruh terhadap opini yang diberikan BPK atas laporan 
keuangan pemerintah daerah pada lingkungan entitas yang diaudit. SPI ini 
didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu 
mendeteksi kelemahan yang berakibat pada permasalahan dalam aktivitas 
pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang 





dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. 
Sipahutar dan Khairani (2013) dalam penelitiannya menghubungkan 
tingkat kelemahan SPI dengan perubahan opini audit melalui metode kualitatif. 
Dalam hasil penelitiannya dinyatakan bahwa perubahan opini audit yang semakin 
menurun dipengaruhi oleh semakin lemahnya pengendalian internal entitas. 
Fatimah (2014) menyatakan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan 
pelaporan (SPAP) berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini WTP. 
Sementara itu Safitri (2014) menyimpulkan pengaruh kelemahan SPI dan 
besaran realisasi anggaran tidak berpengaruh secara siginfikan terhadap 
pemberian opini WTP oleh auditor BPK RI dalam pemeriksaan atas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Atas dasar uraian tersebut, maka disusun 
hipotesis penelitian sebagai berikut: 
H1 : Semakin lemah SPI, semakin kecil kemungkinan memperoleh opini WTP 
 
2.4.2  Pengaruh Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan terhadap 
Opini LKPD 
Auditor BPK mengeluarkan opini dengan mempertimbangkan empat 
kriteria yang salah satunya adalah temuan kepatuhan entitas pada peraturan 
perundang-undangan. Menurut Fatimah (2014) kepatuhan pada peraturan 
perundang-undangan dapat menyebabkan salah saji material dari informasi 
dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait 
dengan tujuan audit. Oleh karena itu auditor harus merancang agar pemeriksaan 
dapat mendeteksi kepatuhan tersebut (Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007). 
Hal ini sejalan dengan atribusi eksternal yang menuntut konsensus tinggi bahwa 





Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2008: 189), atas tindakan illegal yang 
ditemukan maka sikap auditor harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap 
laporan keuangan termasuk kecukupan pengungkapannya, jika tidak auditor 
harus memodifikasi laporan audit. Sesuai dengan pengelompokan jenis temuan, 
kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan dianggap memiliki 7 
jenis akibat, yaitu kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan 
penerimaan, temuan administrasi, temuan mengenai ketidakhematan, 
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan 
Dari penelitian yang pernah dilakukan, Atyanta (2011) dalam Fatimah 
(2014) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku ditemukan kasus kerugian daerah, kekurangan penerimaan, 
administrasi dan ketidakefektifan menjadi kendala dalam pencapaian opini WTP. 
Sementara Sipahutar dan Khairani (2013) dalam kesimpulan penelitiannya 
mengungkapkan adanya penurunan opini disebabkan pelanggaran yang material 
atas peraturan perundang-undangan serta ketidaksesuaian penyajian laporan 
keuangan sesuai peraturan yang berlaku.  
Munawar (2016) dalam penelitiannya memperoleh kesimpulan temuan 
audit kepatuhan berpengaruh negatif terhadap opini atas LKPD. Artinya bahwa 
apabila suatu entitas menujukkan kepatuhan terhadap peraturan menujukkan 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka jumlah temuan audit 
kepatuhan akan semakin kecil dan opini atas LKPD yang diperoleh akan baik. 
Kesimpulan seperti ini juga didapatkan oleh Safitri (2014). Atas dasar uraian 
tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H2 : Semakin rendah tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, 




 METODE PENELITIAN  
 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam 
penelitian. Penjelasan mengenai metode penelitian ini terdiri dari enam bagian 
yaitu rancangan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, dan 
metode analisis.  
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian 
intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini 
laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah temuan audit SPI dan jumlah 
temuan kepatuhan digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh kedua 
variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini 
kelemahan SPI dan ketidakpatuhan dikelompokkan sebagai temuan yang 
material dan tidak material agar hasil penelitian lebih valid.   
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data tersebut berupa 
ikhtisar hasil laporan semester (IHPS) yang dikeluarkan oleh BPK RI. IHPS 
merupakan pertanggungjawaban BPK atas pemeriksaan keuangan yang telah 
dilakukan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis 
statistik  deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran 
karena studi deskriptif sering didesain untuk mengumpulkan data yang 






3.2 Populasi dan Sampel 
Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang 
laporan keuangannya menjadi objek pemeriksaan oleh BPK RI pada tahun 2013, 
2014, dan 2015. Ketiga tahun pemeriksaan ini dipilih karena merupakan tahun 
pemeriksaan terbaru yang datanya telah tersedia sehingga dapat diperoleh 
peneliti. Berdasarkan data kabupaten di Indonesia yang berjumlah 542 
kabupaten/kota, seharusnya terdapat 1626 LKPD.  
Sampel dari penelitian ini adalah LKPD di Sulawesi Selatan yang telah 
diaudit oleh BPK yang terdiri dari 25 laporan keuangan tahun 2013, 2014, dan 
2015. Dua puluh lima laporan keuangan tersebut telah dibuat oleh pemerintah 
provinsi, 3 pemerintah kota, dan 21 pemerintah kabupaten. Total ada 75 laporan 
keuangan yang menjadi objek dalam penelitian ini. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat diakses 
melalui internet, penelusuran dokumen, dan wadah publikasi informasi lainnya 
oleh instansi terkait. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan 
pada berbagai alasan, antara lain mudah didapat, penggunaan data anggaran 
yang telah diaudit oleh pemeriksa independen sehingga data terpercaya 
keabsahannya, serta biayanya yang lebih murah.  
Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia 
pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Sumber data tersebut berupa IHPS BPK yang 






3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari 
sumber data sekunder,dari website resmi www.bpk.go.id. Data yang dikumpulkan 
berupa IHPS, yaitu ikhtisar hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan 
pemerintah. 
 
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 
Variabel adalah hal atau substansi yang dapat membedakan atau 
membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek 
atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang 
berbeda (Sekaran, 2013). 
Dalam penelitian ini variabel dependen (Y) yang digunakan adalah opini 
LKPD dan variabel independen (X1) adalah sistem pengendalian intern serta 
variabel (X2) adalah kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. 
 
3.5.1  Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah opini yang dikeluarkan oleh 
BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Opini audit 
merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian 
laporan keuangan entitas tempat auditor melakukan audit. Dalam peneitian ini 
entitas pemeriksaan adalah pemerintah daerah. 
Dalam penelitian ini, variabel diukur dengan variable dummy dengan 
memberikan nilai 1 (satu) untuk entitas yang memperoleh opini WTP dan 0 (nol) 
untuk entitas yang tidak memperoleh opini WTP. Opini WTP-DPP (Wajar Tanpa 
Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas) termasuk dalam kategori opini WTP. 
Seluruh data mengenai opini diperoleh dari IHPS BPK tahun 2014, 2015, dan 





3.5.2  Sistem Pengendalian Intern (X1) 
SPI merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi (PP Nomor 60 
Tahun 2008). BPK hanya dapat mengeluarkan opini WTP apabila tidak 
ditemukan kelemahan pengendalian intern yang material dan berpengaruh 
signifikan terhadap pengambilan keputusan, sehingga BPK dapat menyimpulkan 
bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. (Fatimah, 2014) 
Sebagai variabel independen dalam penelitian ini, SPI diukur dengan 
jumlah temuan sebagaimana dalam penelitian Munawar (2016). Variabel ini 
diperoleh dari IHPS BPK tahun 2014, 2015, dan semester I tahun 2016. Jumlah 
temuan tersebut oleh BPK yang dilaporkan dalam IHPS dipisahkan ke dalam tiga 
kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan 
pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan 
dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. 
 
3.5.3 Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan (X2) 
Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tercermin dari tindakan 
illegal yang terjadi atau ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan 
yang ditemukan. Menurut Hendarto (2006) hanya ketidaktaatan terhadap 
peraturan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang perlu diakumulasi 
dalam penentuan kewajaran laporan keuangan (Fatimah, 2014). 
Variabel ini diukur menggunakan jumlah temuan pada tiap-tiap tahun 
pemeriksaan terkait kepatuhan pada peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dalam penelitian Munawar (2016). Variabel independen ini 





semester I tahun 2016. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan oleh 
BPK dalam IHPS dibagi dalam tujuh kelompok temuan yaitu ketidakpatuhan yang 
menyebabkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, dan kekurangan 
penerimaan, serta ketidakpatuhan dalam hal administrasi, ketidakhematan, 
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.  
 
3.6 Metode Analisis Data 
Menurut Ghozali (2011) tujuan dari analisis data adalah mendapatkan 
informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan 
hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Teknik analisis kuantitatif digunakan 
untuk menguji hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Dalam 
penelitian ini tipe hubungan antarvariabel merupakan hubungan kausalitas 
(hubungan sebab akibat) yaitu menguji kelemahan SPI dan ketidakpatuhan pada 
peraturan perundang-undangan terhadap opini WTP atas audit laporan 
keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan tujuan penelitian maka digunakan 
teknik analisis berikut untuk menguji hipotesis secara statistik. 
 
3.6.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 
suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai 
maksimum, nilai minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 
distribusi (Ghozali, 2016). Data yang dianalisis adalah jumlah temuan SPI dan 
jumlah temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. 
 
3.6.2 Uji Normalitas 
Langkah awal yang harus dilakukan  sebelum melakukan uji statistik  





data merupakan langkah awal yang harus dliakukan untuk setiap analisis 
multivariat (Ghozali, 2016). Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi, variabel residualnya memiliki distribusi normal.  
Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan 
Uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 5%. Jika probabilitas z 
statistik < 5% maka data tidak terdistribusi secara normal (Ghozali, 2016). 
 
3.6.3 Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi 
antarvariabel bebas dalam model regresi. Dalam suatu model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika variabel bebas 
saling berkorelasi,variabel-variabel tersebut dapat dikatakan tidak ortogonal. 
Variabel tidak ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi 
dengan sesama variabel bebas lain dengan nilai tidak sama dengan nol (Ghozali, 
2011). Selain itu, jika ada korelasi antarvariabel bebas, dikhawatirkan akan 
muncul bias pada hasil penelitian. 
 
3.6.4 Analisis Regresi Logistik 
Analisis regresi logistik mirip dengan analisis diskriminan yaitu untuk 
menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan 
variabel bebasnya. Dalam penelitian ini variabel  bebas merupakan campuran 
dari variabel metrik dan varibel nonmetrik dengan asumsi data sudah normal. 
Dalam kondisi demikian maka dapat dilakukan analisis regresi logistik karena 
tidak perlu asumsi normalitas pada variabel bebasnya (Ghozali, 2011). 










ln = log natural 
?̂? = probabilitas logistik 
B = konstanta 
X1 = jumlah temuan sistem pengendalian intern 





Bab ini akan membahas tentang kesimpulan hasil penelitian, saran-saran 
untuk penelitian selanjutnya dan pemerintah daerah, serta keterbatasan dalam 
penelitian. Berikut ini penjelasan secara rinci mengenai masing-masing bagian. 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian 
intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-perundangan terhadap 
pemberian opini audit laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dari hasil penelitian ini 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 
1. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pemberian opini wajar 
tanpa pengecualian oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Arah hubungan pengaruh tersebut adalah negatif antara jumlah temuan 
sistem pengendalian intern dan opini audit. Hal ini berarti semakin banyak 
jumlah temuan sistem pengendalian intern maka akan semakin memperkecil 
probabilitas pemerintah daerah untuk memperoleh opini wajar tanpa 
pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas 
laporan keuangan pemerintah daerah.  
2. Kepatuhan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap 
pemberian opini wajar tanpa pengecualian oleh auditor Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia dalam pemeriksaan atas laporan keuangan 





pada peraturan perundang-undangan tidak mempunyai pengaruh terhadap 
opini audit.  
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Untuk penelitian berikutnya dapat menambah jumlah sampel objek penelitian 
dan lebih memperhatikan temuan yang bersifat material. Hal ini 
dimaksudkan agar lebih merepesentasikan hasil penelitian dengan kondisi 
sesungguhnya. Penambahan variabel lain yang dapat menjadi pertimbangan 
dalam pemberian opini audit terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan 
pemerintah daerah juga diperlukan.  
2. Untuk penelitian berikutnya dapat memperkaya penelitian tentang jumlah 
temuan terhadap opini audit dengan penggunaan variabel moderasi atau 
regresi logistik ordinal yang merepresentasikan tiap-tiap opini audit.  
3. Untuk pemerintah daerah agar memperkuat SPI untuk meminimalisasi 
temuan baik yang bersifat material maupun keseluruhan jumlah temuan. 
Dengan SPI yang lebih baik akan membuka kemungkinan yang lebih besar 
untuk mendapatkan opini WTP. Pemerintah daerah tetap harus 
memperhatikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Meskipun 
dalam penelitian ini kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap opini audit tetapi temuan kepatuhan yang 
bersifat material lebih dekat dengan opini TW maupun TMP.  
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan-keterbatasan yang ditemuai dalam penelitian ini antara lain 





1. Temuan SPI dan kepatuhan yang bersifat material tidak menjadi bagian data 
yang diolah karena angkanya sangat kecil. Pengelompokan materialitas 
temuan hanya menjadi data pendukung dalam penelitian ini. 
2. Penggunaan variable dummy dengan dikotomi nilai nol dan satu dalam 
pengelompokan opini audit, padahal opini audit yang diberikan BPK ada 
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Hasil Output Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SPI 75 3 19 8,87 3,721 
Kepatuhan 75 2 18 6,97 3,713 
Valid N (listwise) 75     
 
 
Distribusi Frekuensi Variabel Opini 





Valid 0 40 53,3 53,3 53,3 
1 35 46,7 46,7 100,0 





















Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 SPI Kepatuhan 
N 75 75 
Normal Parametersa,b Mean 8,87 6,97 
Std. Deviation 3,721 3,713 
Most Extreme Differences Absolute ,119 ,137 
Positive ,119 ,137 
Negative -,080 -,102 
Test Statistic ,119 ,137 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,011c ,001c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 







Hasil Uji Mann Whitney U Test 
1. Variabel SPI 
Ranks 
 V10 N Mean Rank Sum of Ranks 
SPI 0 40 46,63 1865,00 
1 35 28,14 985,00 




Mann-Whitney U 355,000 
Wilcoxon W 985,000 
Z -3,679 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Grouping Variable: V10 
 
2. Variabel Kepatuhan 
Ranks 
 V10 N Mean Rank Sum of Ranks 
Kepatuhan 0 40 44,56 1782,50 
1 35 30,50 1067,50 




Mann-Whitney U 437,500 
Wilcoxon W 1067,500 
Z -2,802 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 









Hasil Uji Multikolonieritas 
1. Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) 
 
2. Nilai korelasi Koefisien 
Coefficient Correlationsa 
Model Kepatuhan SPI 
1 Correlations Kepatuhan 1,000 -,343 
SPI -,343 1,000 
Covariances Kepatuhan ,000 -7,861E-5 
SPI -7,861E-5 ,000 



















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1,058 ,149  7,104 ,000   
SPI -,051 ,015 -,379 -3,383 ,001 ,882 1,133 
Kepatuhan -,020 ,015 -,146 -1,302 ,197 ,882 1,133 






Hasil Uji Kelayakan Model Regresi 
 
Block 0: Beginning Block 
Iteration Historya,b,c 
Iteration -2 Log likelihood 
Coefficients 
Constant 
Step 0 1 103,638 -,133 
2 103,638 -,134 
a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 103,638 
c. Estimation terminated at iteration number 2 
because parameter estimates changed by less than 
,001. 
 
Block 1: Method = Enter 
Iteration Historya,b,c,d 
Iteration -2 Log likelihood 
Coefficients 
Constant SPI Kepatuhan 
Step 1 1 87,393 2,231 -,205 -,079 
2 86,953 2,634 -,249 -,088 
3 86,950 2,665 -,253 -,088 
4 86,950 2,665 -,253 -,088 
a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 103,638 
d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates 
changed by less than ,001. 
 
Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square Df Sig. 
Step 1 Step 16,688 2 ,000 
Block 16,688 2 ,000 








Step -2 Log likelihood 




1 86,950a ,199 ,266 
a. Estimation terminated at iteration number 4 because 
parameter estimates changed by less than ,001. 
 
Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 







 V10 Percentage 
Correct  0 1 
Step 1 V10 0 27 13 67,5 
1 10 25 71,4 
Overall Percentage   69,3 





















Hasil Uji Regresi Logistik Biner 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1a SPI -,253 ,085 8,803 1 ,003 ,777 
Kepatuhan -,088 ,074 1,396 1 ,237 ,916 
Constant 2,665 ,809 10,863 1 ,001 14,365 
a. Variable(s) entered on step 1: SPI, Kepatuhan. 
 
  
